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BUPATI SIMEULUE
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Mengmngat

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR: 9 TAHUN 2001
TENTANG

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

. a bahwa dengan  telah ditctapkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 66 Tahun 20001 tentang Retribusi Dacrah, maka

Pemerintah Dacrah Kabupaten Simeulue pertu Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
karena merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perfu menetapkan dalam  suatu

Qanun.

: 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daersh  Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Dherah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indoncsia tahun
1956 Nomor 58,tambahan lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - tentang Pokok-Pokok
Perkawinan; ' : .

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ftentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Dacrah Istimewa Acch sebagai Provinsi Nanggroe Acch
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 4134 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan
scbagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk ke Kepala Daerah;



9, Poraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang
Wewenang Penyidik Pegawai Negerd Sipil ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik
Pogawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah,

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Dacrah dan Peraturan Daerah Perubahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 fentang
Penyelenggaraan  Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka sistim
Informasi Manajemen Kependudukan;

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacrah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Didang Retribusi Dacrah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruamg Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Dacrah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 23 Tahun 2001

Tentang Prosudur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 24 Tahun 2001
Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 41 Tahun 2001
Tentang Pengawasan Reprasif Kebijakan Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simeulue

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN

AKTA CATATAN SIPIL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;

. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;

. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Simeulue;

4 gﬁ;ﬂn K;g:]l:h Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Simeulue

suatu benfuk badan usaha yang meliputi eroan terba

komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik negara atau d:erel:h dengan na::, d.rnm bglo:lil

apapun, persckutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

f. Penduduk adalah'seﬁap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing
yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi
ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

g Kartu Tapda P.enduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda
maemmasl) bagi setiap penduduk baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara

O Qo o'

Dipindal dengan Camscanner



N Karta Tands Penduduk waiih dinilbl oleh setiap Wargs Negars yang telsh berumur 17 (tujuh
belas) tahun, sudah kawin dan atau pemah hawin,
'lm"“.l' Akta

i AMa Catstan Sipd adabh Abia Kelahiran, Akta Perkawinan, Akt
Pengesshan dan Pengakuan Anak, Akta Cantl Nama bagl warga asing dan Akta Kematian

yang diterbithan oleh DNagian Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten Simeulue, '
J Retribust Jasa Ui aclalah retribusd atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Dacrah untuk fjuan hepantingan dan kemanfastan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi

atau badan,
L Retribusi Penggantian Diaya Cetak  Kartu anda Penduduk dan Akte Catatn spil yang
selanjutnya discbut retribusi adalah Pembayaran atas penggantian biaya cetak KT dan atau
Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atan diberikan oleh pemerintah Daerah untuk

Aepentingan orang pribadi atau badan;
I Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurul peraturan perundang-undangan

retnbusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
m Masa Retnbusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah;
Sural Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang sclanjutnya dapat disingkat SPORD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data Objek Retribusi dan wapb
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi Dacrah;
o. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDKDT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang

telah ditetapkan;

p. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena umlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak scharusmya terhutang;

q. Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau
dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDBL yang diajukan olch Wajib

Retribusi;

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegjatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data
dan atau keterangan lainnyadalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah

t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri

sipil tertentu di Lingkungan Dacrah Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus scbagai
Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Dacrah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

u, Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Dacrah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya discbut Penyidik, guna

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retnbusl Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi :

a, KTP;

Akta Kematian,

¢. Akta Perkawinan (Non Islam)
d. Akta perceraian

¢. Akta pengesahan dan nama

s

Dipindai dengan CamScanner



& Akt Keh Dot Warga negara Indonesia dan warga Negara Aung

Pasal 4
Subiel Retidusi adalah orang pridadi atau badan yang memperoleh jasa Pervetakan Kartu tanda
ool dlan Akse Catatan sipd.

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §

Retidusi Penggantian Bigya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan sipl digolongkan
sehagal retibust jasa wmam

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tinghat Pengguna Jasa di ukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak
BABY
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
0 Prhxsh:ims\smmdﬂmpmempmmifkemhxsiadﬂahmmkmmgmﬁﬁzyamkm
dan atau akta catatan sipil;
@) Bh}nCeuksebagximmadhmksudpadaayn(l)adahhbhpccmkpu‘smkaPdm
atan Akta Catatan Sipil yang dibayarolchmeﬁimathahkepadapemmkm

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Smthmifdigolongkmbc:dasmkmjcnispehyanmymgdibcdkm;
Q) Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggantian biaya cetak KTP Rp.  5.000,-/Lbr
b. PenggmtimbiayacetakALuCa:amSipﬂ:
1. Akta Kelahiran |
a. Dispensasi Rp. 25.000,- |
b. Istimewa Rp.  20.000,-
¢. Umum Rp. 15.000,-
2. Akta Perkawinan Rp. 50.000,-
3. Akia Perceraian Rp. 100.000,-
4. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Rp. 75.000,-
5. Akta Ganti Nama bagi WNI dan WNA Rp. 150.000,-
6. Akta Kematian Rp. 15.000,-
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Rcmwymmhmmmdwﬂaymm{mpnpchymmdibqikm
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BAD VI
SURAT PENDAFTARAN

PPasal 10

(1) Wajib Retribus wajib mengisi SPORD. .
(1) SPORD sebapaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. ' ‘
(1) Dentuk is, serta tata cara pengisian dan penyampaian 5P JRI) sehagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BADIX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi
terhutang dengan menerbitkan SKRI) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dentuk isi, serta tata cara pencrbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Dacrah,
Bentuk, isi dan tata cara peneribitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimna dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan olch Kepala Daerah .

M

3)

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan

SKRDKBT.

BABXI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;

(2) Untuk KTP, Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Bupati

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati c'lapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
¥) Pen:lzel?a: Pengurangan, h:;nmgamn dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
aya engan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain, dapat diberikan
orang Cacat, Pelajar atau Mahasiswa, ¥ il Fl
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati,
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BAN NV
KETRNTUAN PENUTUR

'asal N
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun fnl, sepanfang mongonal pelaksanaan akan dlatue loblh

lanjut oleh Kepala Dacrah,
Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tangeal dinndanghan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Il dengan

penempatan dalam Lembaran Daet ah Kabupaten Simeulue,

DISAHKAN DI i SINADANG
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARL 2002 M
18 2ULHUJAH 1422 H

YBUPAT su\ucm.w&’é

DRS. DARMILI

DIUNDANGKAN DI ¢ SINABANG
PADA TANGGAL : 11 MARET 2002

An. BUPATI SIMEULUE

‘9/ PIt. Scmeagn Vv

DRS. MOHD. RISWAN.
Pembina/NIP.010 073 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 Nomor : 9 SERI: BNOMOR: 9

mwrd perdakip 17
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